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KALIMANTAN BARAT
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Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah
ini:

Nama :Drs. SUMIRAT DWIYANTO, M.Si.

Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARTHINUS HUKOM, S.1I.K., M.Si.
Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan
melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEPALA BNN
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Kegiatan Penyidikan Jlaringan Peredaran Gelap
Narkotika

Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
Kegiatan Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan
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Rencana Program dan Anggaran BNN
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Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana

Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan
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